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Abstrak 
Laqith (anak temuan), merupakan salah satu permasalahan sosial yang 
hingga kini belum dapat terselesaikan, banyaknya anak temuan 
disebabkan anak tersebut dibuang oleh orang tuanya, atau karena 
bencana alam. Anak temuan di dalam fiqh dikenal dengan istilah laqith 
(anak temuan). Jumhur ulama berpendapat bahwa wali nikah bagi laqith 
adalah wali hakim, namun Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi memiliki 
pendapat yang berbeda dari jumhur ulama berdasarkan dasar hukum 
dan metode istinbath yang mereka gunakan. 
Kata Kunci: 
Wali Nikah, Laqith , Mulqith 
A.  Pendahuluan 
Keluarga mempunyai peran yang sangat penting dalam kehidupan 
manusia, sebagai mahluk sosial dan merupakan kelompok masyarakat 
terkecil yang terdiri dari ayah, ibu dan anak. Namun dalam kenyata-
annya ketiga unsur tersebut tidak selalu terpenuhi, sehingga terkadang 
banyak keluarga yang tidak sempurna. Banyak faktor yang menyebab-
kan pasangan suami istri tidak memliki keturunan secara bilogis. 
Ketidakmampuan pasangan suami istri untuk memiliki anak tentunya 
menyebabkan mereka melakukan berbagai macam cara dan usaha 
untuk dapat memiliki keturunan diantaranya dengan mengangkat anak 
atau adopsi yang tatacaranya diatur dalam Undang Undang Nomor 35 
Tahun 2015 tentang Perubahan Atas Undang Undang Nomor 23 Tahun 
2002 Tentang Perlindungan Anak dan Peraturan Pemerintah Nomor 54 
Tahun 2007 Tentang Pelaksanaan Anak. 
Cara lain untuk memiliki anak adalah dengan merawat anak yang 
dibuang atau ditelantarkan oleh kedua orang tuanya. Penelantaran atau 
pembuangan anak seringkali dilakukan oleh orang-orang yang merasa 
atau tidak mampu untk menghidupi anak tersebut, atau dikarenakan 
anak yang dilahirkan merupakan hasil hubungan terlarang, (karena 
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khawatir menjadi aib yang buruk di  lingkungan masyarakat, sehingga 
orang tua kandung anak tersebut tega membuang atau membunuhnya) 
juga akibat terjadinya bencana alam yang menyebabkan anak temuan 
tersebut kehilangan atau tidak dikethui orang tuanya. 
Berbicara tentang anak temuan dalam Islam dikenal dengan 
istilah Laqith kedudukan seseorang anak dalam hukum, apakah ia 
disamakan dengan anak angkat bagi penemunya sesuai dengan ketentu-
an Kompilasi Hukum Islam dan Undang Undang lainnya, sehingga ia 
dengan yang menemukannya terikat ketentuan wasiat wajibah ataupun 
ketentuan hukum lainnya.  
Para ulama berbeda pendapat dalam menetapkan hukum memu-
ngut anak buangan tersebut. “Ulama Hanafiyah menetapkan bahwa 
hukumnya sunnah dan termasuk amalan yang utama. Karena sifat ini 
mempertimbangkan asepek nyawa seorang manusia, namun jika kha-
watir anak itu akan binasa maka jika tidak dipungut atau diselamatkan 
maka hukum memungut anak tersebut menjadi wajib”1 “Adapun jumhur 
ulama mengatakan bahwa hukum  memungut anak buangan itu adalah 
fardu kifayah. Akan tetapi, apabila dikhawatirkan anak itu akan binasa, 
maka tindakan menyelamatkannya menjadi fardu ‘ain (kewajiban 
pribadi) penemunya”.2  
Ulama fiqih bersepakat bahwa dalam hal penemuan anak kecil 
yang lebih utama untuk mengurus anak tersebut adalah si penemu. 
Adapun berkaitan dengan pemeliharaannya, apabila anak itu memiliki 
harta (ketika ditemukan harta disampingnya), maka biaya pemeliharaan 
dapat diambil dari harta tersebut. Kemudian apabila anak tersebut tidak 
memiliki harta, maka penemunya diharapkan menanggung segala 
biayanya. Jika ia tidak mampu untuk memelihara anak tersebut, maka ia 
boleh menyerahkan anak tersebut kepada haki dan hakim dapat men-
unjuk seseorang untuk memelihara anak tersebut dengan mengeluarkan 
biaya pemeliharaannya dari baitul al-mal. 
Penelitian ini fokus pada bagaimana hukum mengenai wali nikah 
bagi Laqith, pada prinsipnya para ulama bersepakat bahwa perwalian 
nikah bagi Laqith diserahkan kepada wali hakim. Namun terdapat 
pemahaman yang berbeda antara Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi 
dalam menentukan siapa yang berhak menjadi wali nikah bagi Laqith. 
                                                                 
1 Maktabah Al-Syamilah, Fath al-Qade, XII, hlm. 340. 
2 Yahya bin Syarif Al-Nawawi, XV: 284, Ibn al-Hajib al-Kurdi al-Maliki, I: 322. Ibnu 
Qudamah, VI: 374. 




Ibnu Qudamah berpendapat bahwa yang berhak menjadi wali nikah 
bagi laqith adakag si multaqith (orang yang menemukan), apabila si 
multaqith tidak diketahui sifat adilnya atau tidak percara, maka anak 
tersebut tetap menjadi hak asuh baginya karena sesungguhnya hukum 
multaqith tersebut dihukumi adil dalam menemukan harta, sehingga 
penguasaan/perwalian dan kesaksian dalam nikah diberikan kepada si 
multaqith karena pada asalnya orang muslim adalah adil, berdasarkan 
qaul sahabat Umar ra: orang-orang muslim adalah adil sebagian mereka 
atas sebagian yang lain. Dikatakan dia adil karena secara dhohir dia 
telah mempunyai tujuan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si 
anak dan siap menjaganya.3 Adapun Imam Mawardi berpendapat bahwa 
si laqith lebih berhak menikahkan dirinya sendiri tanpa adanya wali, 
menurutnya tidak ada hak perwalian bagi multaqith atau orang lain 
terhadap laqith, karena laqith dianggap sebagai orang yang merdeka, 
dan adanya sebab perwalian hanya bagi orang yang memerdekakan 
hamba sahaya.4 
B.  Pendapat Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah bagi Laqith 
Menurut Ibnu Qudamah anak temuan (ط يق للا) menurut bahasa 
adalah ذوبنلدا (anak  yang  di temukan),  berwazankan ليع ف tetapi  bermakna   
لوعف م sebagaimana lafadz ل يتق dan ح يرج yang bermakna لوتق م dan حورلر. Sedang-
kan menurut istilah adalah anak  yang  lahir  dan  oleh  orang  tuanya  
kemudian  dibuang  karena  takut miskin  atau  lari  dari  tanggung  
jawab.  Dari  definisi  tersebut  jelaslah  bahwa substansi  Laqith  adalah  
anak  yang  tidak  diketahui  dan  tidak  dapat  ditelusuri keberadaan  
orang  tuanya.  Sedangkan  mengenai  umurnya  disamakan  dengan per-
walian anak yatim yaitu hingga ia dewasa. 5 
Hukum memungut anak buangan tersebut adalah wajib kifayah 
(kolektif), apabila ada salah satu orang saja yang memungut anak 
buangan maka kewajiban bagi orang lain menjadi gugur, sebaliknya jika 
ada yang memungut anak buangan maka semua akan berdosa. 
Kemudian Ibnu Qudamah berpendapat bahwa orang yang  berhak men-
                                                                 
3 Ibnu Qudamah, 1986. Al-Mughni li Ibn Qudamah, tahqiq. Abdullah bin Abdul 
Muhsin al-Turki dan Abdul al-Fattah Muhammad al-Halwi, Maktabah al-Hijr. juz VI. hlm. 
385-386 
4 Mawardi, al, Abi Hasan Ali bin Muhammad, Hawi al-Kabir. Dar al-Kutub, Beirut, 
Libanon. juz VII, hlm. 52 
5 Ibnu Qudamah, III, hlm. 374 
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jadi wali nikah bagi laqith adalah orang yang menemukan (mulqith), 
sebagaimana yang telah ia sebutkan dalam kitabnya al-Mughni Juz VI:
 6  
تسم وى نم طيقّللا طقتلا اذإو : لصف ونم فرعت لم ،لالحا رو دعلا ةقيقحلا ّرقأ ، ةنايلخا لاو ة 
ا ّنلأ ؛ ويدي في طيقّلل ةيلاولاو لالدا ةطقل في لدعلا مكح ومكح في ويف ةداهّشلاو حاكّنلا  ،
ماكحلأا رثكأ فيو  و ،لأملسلدا في لللأا ّن اةلادعل 
Apabila orang yang menemukan lqith itu tertutup keadaannya, 
tidak diketahui hakikat sifat keadilan atau khianatnya, maka anak 
buangan tersebut tetap berada dalam tanggungan orang yang menemu-
kannya itu, karena sesungguhnya orang yang menemukan laqith itu 
dihukumi sebagai orang yang adil dalam menemukan harta, perwalian 
dan kesaksian dalam nikah, serta dalam beberapa hukum, karena 
sesungguhnya asal seorang muslim itu adalah adil. 
Pendapat Ibnu Qudamah tersebut lebih menekankan kepada 
aspek kesejahteraan dan kepentingan sosial yang juga merupakan 
cerminan untuk menutupi/menghindarkan kebinasaan si Laqith dan 
memberikan perlindungan serta menjaganya. Pendapat tersebut 
didasarkan kepada beberapa hal dianyaranya : 
1. Orang yang menemukan adalah seorang muslim sehingga dia bisa 
diakatakan adil sesuai dengan pendapat Umar. 
2. Adanya sifat adil dalam diri multaqith karena mempunyai niat 
yang mulia untuk merawat dan menjaga. 
3. Guna menganggap dan menghargai semua kasih sayang yang telah 
diberikan orang yang menemukan anak temuan tersebut. 
Berdasarkan alasan tersebut maka kemudian Ibnu Qudamah 
menjadikannya sebagai bahan pertimbangan atas hukum diperboleh-
kannya orang yang menemukan  menjadi wali nikah, yang pada pokok-
nya bahwa pendapat tersebut didasarkan kepada prisip kebaikan yang 
ditujukan oleh si penemu laqith. 
Uraian yang dikemukakan Ibnu Qudamah mengenai hak orang 
yang menemukan sebagai wali nikah bagi anak temuan adalah 
diperbolehkan, walaupun si mulqith tersebut tidak jelas sifat adil atau 
tidaknya (khianat), karena adanya indikasi-indikasi (Illat) tertentu 
secara dohir si mulqith adil, dikatakan adil dalam konteks ini adalah 
karena ia telah mempunyai tujuan untuk menutupi atau menghindarkan 
kebinasaan si anak dan siap menjaganya dan tentu si mulqith tidak 
                                                                 
6 Ibnu Qudamah, VI, hlm. 385-386 




mungkin mencelakakannya, sesuai dengan niat dia ketika pada saat 
pertama kali dia menemukan anak temuan terseut. 
Pendapat Ibnu Qudamah yang disandarkan atas pandangan 
shahabat Umar yang menyatakan bawa setiap dari orang muslim di 
hukumi adil atas sebagian yang lain, dan di dalam hadits Abi Jamilah 
yang berbunyi “Bawalah Pergi” ia merdeka, bagimu hak perwaliannya 
dan kewajiban bagi nafkahnya. Dalam riwayat lain menggunakan 
redaksi “kewajiban dari baituk maal”. 
C.  Metode Ibnu Qudamah tentang Wali Nikah bagi Laqith 
Ibnu Qudamah dalam menentukan wali nikah bagi Laqith meng-
gunakan metode istinbath sebagai berikut : 
1. Al-Qur’an 
Al-Qur’an tidak menjelaskan secara khusus dan rinci mengenai 
wali nikah bagi Laqith, akan tetapi ada beberapa ayat Al-Qur’an yang 
bisa dijadikan sebagai dalil dalam perwalian bagi Laqith, yaitu dalam 
Surat Al-Maidah ayat 2 : 7 
 اْلذا الااو اماارْالحا ارْهَّشلا الااو َِّللَّا اِرئااع اش اوُّلُِتُ الا اُوناماآ انيِذَّلا ااهُّ ياأ ايَ اينِّماآ الااو اِدئ الَ اقْلا الااو ايْد
 اش ُْمكَّن امِرْ ايَ الااو اُودااطْلااف ُْمْتلال اح ااذِإاو ًنًا اوْضِراو ْمِِّبّار ْنِم ًلَْضاف انُوغ ا ت ْبا ي اماارْالحا اتْيا بْلا ٍمْو ا ق ُناآان
 الاع اُوناوااعا تاو اوُداتْعا ت ْناأ ِماارْالحا ِدِجْس امْلا ِناع ْمُكو ُّد ال ْناأ ِْثِْْلْا ىالاع اُوناوااعا ت الااو ى اوْق َّ تلااو ِِّبْلا ى
 ِبا اقِعْلا ُديِد اش اَّللَّا َّنِإ اَّللَّا اوُقَّ تا او ِنا اوْدُعْلا او 
Lafadz  َىوْق َّ تلَاو ِِّْبلا ىَلَع اوُنَواَع َتَو merupakan pernyataan perintah dari 
Allah SWT kepada manusia untuk saling tolong-menolong  dalam hal 
kebaikan. Berdasarkan hal tersebut, maka memungut anak buangan 
merupakan salah satu bentuk kebaikan yang harus dilakukan, begitupun 
dalam hal mengurusi kehidupan si anak buangan tersebut, karena 
merupakan upaya untuk menyelamatkan nyawa si Laqith.  
Dasar hukum al-Qur’an di atas menjelaskan tentang pentingnya 
menjaga nyawa seseorang manusia, dan perilaku yang harus dilakukan 
kepada anak yatim. Karena status Laqith yang tidak memiliki orang tua, 
maka dia disamakan dengan anak yatim yang tidak memiliki keluarga. 
Oleh karena itu, berbuat baik dan memberikan kemaslahatan kepada 
                                                                 
7 Agus Hidayatulloh, dkk., Al-Qur’an Tajwid Per Kata Terjemah Per Kata . Cipta 
Bagus Segera, Bekasi, 2013, hlm. 106 
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mereka merupakan suatu yang keharusan. Selain itu, karena multaqith 
telah menemukan dan menyelamatkan jiwa seorang anak buangan yang 
dalam bahaya, maka dia seolah-olah telah menyelamatkan kehidupan 
manusia semuanya dan dia berhak menjadi  wali. Kesediaan multaqith 
dalam mengurus dan mengasuh anak buangan, menjadi bukti bahwa dia 
dapat dipercaya dan dikatakan adil, sehingga dia berhak menjadi wali 
nikah Laqith. 
2. Al-Hadits 
 وهف ملسم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نم " صلى الله عليه وسلم بينلا لاقوب قحأ8  
Hadits tersebut menjelaskan bahwa siapa saja yang lebih dahulu 
atas suatu yang belum didahului oleh orang muslim, maka ia yang lebih 
berhak atas suatu itu, hadits ini merupakan pernyataan yang bersifat 
umum yang kemudian ditarik sebuah kesimpulan yang bersifat khusus, 
yakni siapa pun yang lebih dahulu menemukan anak buangan sebelum 
orang lain, maka orang yang menemukan itu dalam hal ini multaqith 
lebih berhak menjadi wali nikah bagi si lqith. 
3. Qaul Shahabat 
Terdapat qaul shahabat yang menceritakan tentang Laqith, yang 
diriwayatkan oleh Sunain Abi Jamilah. 9  
ع باهش نبا نع كلام لاق يىيح لاقنس ننأ ميلس نىب نم لجر ةليجم بىأ ين اذوبنم دجو و
جف لاق بّاطلخا نب رمع نامز فىئ هذى ذخأ ىلع كلحم ام لاقف باطلخا نب رمع لىإ وب ت
نلاقف ةمسلا ذخأف ةعئاض اتهدجوتهيَ وفيرع ول لاقف  اأ نإ يننمؤلدا يرم ول لاقف  لحال لجر و
لاق كلذكأ رمع نلخا نب رمع لاقف  معط بىذا باكلو ّرح وهف وتقفن انيلعو هؤلاو 
Ibnu Qudamah menggunakan qaul sahabat Umar yang diriwayat-
kan oleh Yahya, Malik dari Ibn Syihab dari Sunain Abi Jamilah orang 
yang menemukan anak buangan pada zaman sahabat Umar. Ketika Abi 
Jamilah menemukan anak buangan, beliau mengadukannya kepada 
sahabat Umar, dan ada seorang sahabat yang berkata bahwa Abi Jamilah 
adalah orang yang sholeh, mendengar hal itu maka sahabat Umar 
menetapkan perwalian anak tersebut kepada Abi Jamilah. Berdasarkan 
hal tersebut, maka Imam Mawardi berpendapat bahwa qaul tersebut 
menjelaskan bahwa hak perwalian termasuk wali nikah anak buangan 
                                                                 
8 Ibnu Qudamah, VII, hlm. 384 
9 Malik bin Anas. Muwattho’ Malik, juz IV no hadits 1423). Maktabah al-Syamilah, 
hlm.  465,  




diberikan kepada si multaqith selama dia orang yang soleh, dan dapat 
dipercaya. Hal ini berarti, multaqith memiliki derajat yang sama dengan 
imam dalam hal kebaikan.  
4. Metode Qiyas 
Ibnu Qudamah tidak menyebutkan secara tegas tentang qiyas 
dalam menentukan hukum wali nikah bagi Laqith, akan tetapi hal ini 
dapat dipahami dari pendapat dan langkah-langkah cara berpikir dia 
dalam menetapkan hukum tersebut. 
Ibnu Qudamah mendefinisikan Qiyas di dalam kitabnya Roudoh al-
Nadhir,  “menurut bahasa سايق adalah ريدقتلا yang berarti mengukur atau 
menaksir, adapun سايق secara  istilah adalah امهنيب عمابج مكح في لصأ ىلع عرف لحم  
yang berarti menghubungkan hukum bangsa furu’iyah kepada hukum 
ashal karena ada hal yang sama yang dapat menyatukan antara 
keduanya”.10 Di dalam kitab al-Sulam karya Abdul Hamid Hakim, “qiyas 
definiskan dengan لما مكلحا لثم جارختساا مهنيب عمابج ركذي لم الم روكذ  yang berarti 
mengeluarkan suatu hukum yang sudah ada kepada sesuatu yang belum 
ada hukumnya dengan menggabungkan kedua hal tersebut”.11 Sedang-
kan Abdul Wahhab Khallaf mendefiniskan  “qiyas secara istilah adalah 
menyamakan suatu hukum dari peristiwa yang tidak memiliki nash 
hukum dengan peristiwa yang sudah memiliki nash hukum, sebab sama 
dalam illat  hukumnya”.12 
Metode Qiyas digunakan oleh Imam Mawardi, karena dalam 
menentukan wali nikah bagi Laqith, si multaqith diqiyaskan dengan 
penguasa (wali hakim), dikarenakan ada kesamaan illat  diantara kedua-
nya, yakni mempunyai sifat adil. Keadilan bagi multaqith ditetapkan 
ketika dia memungut anak buangan dan ada i’tikad baik untuk mengu-
rusi semua kebutuhan si Laqith. Hal ini, menunjukkan bahwa tidak 
semua kebaikan dalam hal ini adalah kebaikan bagi Laqith yang tidak 
memiliki wali nikah nasab harus diserahkan kepada wali hakim, 
melainkan setiap orang muslim yang menemukan Laqith(multaqith) 
berhak menjadi wali nikah bagi anak temuan tersebut. 
 
                                                                 
10 Roudhoh al-Nadhir, juz I, Maktabah al-Syamilah, hlm. 142. 
11 Abdul Hamid Hakim, al-Sulam, Sa’adiyah Putra, Jakarta. 1976. Mabadi 
Awwaliyah, Bulan Bintang, Jakarta, 2007: 43) 
12 Faiz el-Muttaqien, Terj Ilmu Ushul Fikih Kaidah Hukum Islam . Pustaka Amani, 
Jakarta. 2003, hlm. 65. 
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D.  Wali Nikah bagi Anak Temuan (Laqith) menurut Imam Ma-
wardi 
Imam Mawardi menggunakan kata ذوبنلما dalam membahas anak 
buangan yang secara bahasa berarti ي قلي لفطلا “anak yang ditemukan”, atau 
bisa juga dinamakan dengan ط يقللا anak buangan yang dilakukan oleh se-
orang perempuan dikarenakan beberapa alasan, diantaranya adalah 
takut menanggung malu disebabkan anak tersebut merupakan hasil 
perzinahan, ketidakmampuan orang tua dalam mengurus dan mem-
biayai anaknya, sehingga anak tersebut dibuang dengan harapan akan 
ditemui oleh seseorang yang akan mampu membiayai hidup anaknya. 13 
Menurut Imam Mawardi hukum memungut anak buangan adalah 
fardu kifayah, begitu juga hukum mengurus semua keperluan si laqith, 
apabila ada seseorang yang memungut dan mengurus anak buangan, 
maka kewajiban orang lain menjadi gugur. Berbeda dengan Ibnu 
Qudamah, Imam Mawardi berpendapat bahwa atsar sahabat Umar 
tersebut tidak menunjukkan hak perwalian nikah kepada multaqith, 
Ucapan sahabat Umar ل هؤ لاووك  kepada Abi Jamilah menurut Imam 
Mawardi adalah hanya sebatas pemberian hak pemeliharaan hidup si 
laqith saja,  tidak termasuk hak perwalian. Karena menurutnya jika kata 
ءلاولا didalamnya termasuk kedalam hak wali nikah, maka hal ini akan 
kontradiktif dengan hadits nabi yang menyatakan bahwa ءلاولا diberikan 
kepada orang yang memerdekakan seorang hamba sahaya, sedangkan 
hukum asal laqith adalah رح yakni merdeka. Hal ini beliau sebutkan 
dalam kitabnya al-Hawi al-Kabir. 
Imam Mawardi menyatakan bahwa tidak ada perwalian bagi 
siapapun terhadap laqith, dan laqith tidak ditetapkan sebagai seorang 
budak, melainkan orang yang merdeka, berbeda dengan Imam Abu 
Hanifah, beliau berpendapat bahwa perwalian ditetapkan hanya bagi 
orang yang menemukan laqith tersebut bukan orang lain, apabila hakim 
menetapkan kewalian kepada si multaqith. Imam Malik memiliki 
pendapat lain, menurutnya perwalian bagi laqith berada di tangan 
semua orang Islam. Pendapat yang menyatakan bahwa perwalian 
ditetapkan kepada multaqith didasari oleh hadits Nabi Saw. 
بىنلا نع -صلى الله عليه وسلم-  لاق «: رتُز ثيراوم ثلَث ةأرلدا هطيقل الا اىدلوو اهقيتعوويلع تنعلا ىذ  
                                                                 
13  Imam Mawardi, VII, hlm. 34 




Selain hadits di atas, qaul sahabat Umar pun menjadi dasar 
penetapan wali kepada multaqith. Menurut Imam Mawardi, dalil-dalil 
yang dijadikan hujjah tersebut justru seakan-akan multaqith itu disama-
kan dengan al-mu’tiq yakni orang yang memerdekakan budak. 
Alasan Imam Mawardi tidak menjadikan multaqith sebagai wali 
laqith, yaitu karena: 
a. Asal hukum laqith adalah merdeka. 
b. Kata ءلاولا pada qaul sahabat umar tersebut, multaqith hanya 
diberikan perwalian dalam pemeliharaan dan biaya kehidupan 
laqith saja. 
c. Penetapan ءلاولا yang didalamnya termasuk perwalian nikah, 
hanya berlaku bagi orang yang memerdekakan atas budak 
yang dimerdekakannya, sedangkan laqith merupakan orang 
yang merdeka. 
d. Multaqith sebagai orang yang menemukan laqith berbeda 
hukumnya dengan mu’tiq yakni orang yang memerdekakan 
hamba sahaya. 
Alasan yang telah dikemukakan di atas merupakan penyebab 
munculnya sebuah pernyataan Imam Mawardi bahwa laqith berhak atas 
dirinya sendiri dan tidak ada perwalian bagi orang muslim atas laqith, 
karena dia dihukumi sebagai orang yang merdeka. Adapun hak bagi 
multaqith hanya perwalian dalam mengurus kehidupan si laqith saja. 
Landasan hukum yang digunakan Imam Mawardi adalah hadits yang 
diriwayatkan Siti ‘Aisyah. 
نأ عمأ ةشئا أ يننمؤلدا رةيراج ىترشت نأ تدا هلىأ لاقف ، اهقتعتف انأ ىلع اهكعيبن ءلاوى ا
نلف  ا ّللَّا لوسرل كلذ تركذ -  صلى الله عليه وسلم- لاقف « نمإف ، كلذ كعنيم لاقتعأ نلد ءلاولا ا 
Keberadaan Tafsir Ibnu Katsir sudah tidak asing lagi bagi para 
pengkaji studi al-Quran dan tafsinya. Di Indonesia, kitab yang disusun 
pada abad pertengahan ini telah menjadi rujukan sejumlah ulama atau 
para penulis tafsir sejak dahulu hingga sekarang. Di samping itu, di 
berbagai tempat kajian keislaman, seperti pondok pesantren, perguruan 
tinggi Islam, dan ormas-ormas Islam menjadikan tafsir produk ulama 
Damaskus ini sebagai materi kajiannya, dan rujukan dalam menyelesai-
kan berbagai persoalan kekinian. 
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E.  Metode Istinbath Imam Mawardi tentang Wali Nikah bagi 
Laqith 
Langkah Istinbath yang digunakan oleh Imam Mawardi dalam 
menentukan perwalian nikah kepada anak temuan adalah : 
1. Al Qur’an 
Imam Mawardi menggunakan dasar hukum Al-Qur’an yang sama 
dengan Ibnu Qudamah dalam menentukan hukum laqith, yakni surat Al-
Maidah ayat 2 dan ayat 32. Namun, Imam Mawardi menambahkan 
beberapa ayat yang menurutnya berkaitan dengan laqith, yakni dalam 
surat al-Hajj ayat 77: 
 اعال ار ْيْالخا اُولاع ْفا او ْمُكَّبار اوُدُبْعا او اوُدُجْسا او اُوع اْكرا اُون اماآ انيِذَّلا ا اهُّ ياأ ايَ انوُحِلْف ُت ْمُكَّل  
Wahai orang-orang yang beriman! Rukuklah, sujudlah, dan sem-
bahlah Tuhanmu; dan berbuatlah kebaikan, agar kamu ber-
untung.14  
Menurut Ibnu Abbas, yang dimaksud dengan اوُلَع ْ فاَو  َْيْلْا ار  adalah 
menjalin silaturahmi, dan berakhlakul karimah, menurutnya pekerjaan 
yang ma’ruf terbagi ke dalam dua bagian, pertama adalah amal ma’ruf  
kepada Allah dengan melaksanakan perintah dan menjauhi larangan-
Nya. Kedua, amal ma’ruf kepada sesama manusia dengan saling 
menyayangi,  berbuat baik, bersodakoh kepada orang fakir, dan baik 
dalam berkomunikasi dengan sesama manusia. 15 Berdasarkan hal ter-
sebut, maka memungut anak buangan merupakan salah satu bentuk 
amal ma’ruf yang harus dilakukan bagi orang yang menemukannya.  
Dalam surat al-Qoshos ayat 8: 
 ُونُجاو انا اما اى او انْواعْرِف َّنِإ ًنًاز احاو ا ِّوُداع ُْم الذ انوُكايِل انْواعْرِف ُلاآ ُواطاق ا تْلااف اينِئِطا اخ اُونا اك اُاهُ اد 
Maka dia dipungut oleh keluarga Fir’aun agar (kelak) dia menjadi 
musuh dan kesedihan bagi mereka. Sungguh, Fir’aun dan Haman 
bersama bala tentaranya adalah orang-orang yang bersalah. 
Ayat di atas menceritakan tentang Nabi Musa yang ditemukan 
oleh Siti Asiyah ketika ia mandi di sungai Nil, saat Siti Asiyah melihat 
ada peti terhanyut di sungai dekat tempat ia mandi, kemudian Siti 
Asiyah berniat untuk mengambilnya karena ia mengira bahwa terdapat 
                                                                 
14 Agus Hidayatulloh, dkk., 2013, hlm. 341 
15 Maktabah al-Syamilah, Tafsir al-Roji, XI, hlm. 156 




harta didalam peti tersebut, ketika peti itu sudah diambil ternyata yang 
berada didalam peti itu adalah sesosok bayi.  
Siti Asiyah merasa kasihan kepada bayi itu dan membawa bayi 
tersebut kepada Fir’aun, melihat Siti Aisyah membawa bayi, Firaun 
langsung meminta istrinya itu untuk meninggalkan bayi tersebut karena 
khawatir anak tersebutlah yang akan menghancurkan kerajaannya. 
Namun, karena usaha yang dilakukan oleh Siti Asiyah, akhirnya ia 
berhasil membujuk Fir’aun untuk dapat mengasuh bayi tersebut.16 
Berdasarkan hal tersebut, maka Imam Mawardi menjadikan ayat al-
Qur’an di atas sebagai salah satu dasar hukum, yang menyatakan 
tentang pentingnya menjaga nyawa orang yang  sedang terancam, dalam 
hal ini adalah laqith agar tetap hidup dan dapat diperlihara dan diurus 
secara manusiawi. 
2. Hadits Nabi/Al Hadits 
Sumber hukum yang digunakan oleh Imam Mawardi selain al-
Qur’an adalah Hadits yang diriwayatkan Siti ‘Aisyah mengenai hak 
perwalian bagi orang yang orang yang telah memerdekakan hamba 
sahaya. 
 ّدحثفسوي نب ّللَّا دبع ان رمع نب ّللَّا دبع نع عفنً نع كلام نًبخأ - امهنع الله ىضر - 
 ؤلدا ّمأ ةشئاع ّنأمىترشت نأ تدارأ ينن جقتعتف ةيراهكعيبن اهلىأ لاقف ،اهلاو ّنأ ىلع ا اىء
انلف   ّللَّا لوسرل كلذ تركذ -  صلى الله عليه وسلم-  لاقف «إف ، كلذ كعنيم لا ّنمقتعأ نلد ءلاولا ا 17 
Hadits di atas menerangkan tentang kejadian Siti ‘Aisyah yang 
hendak membeli seorang budak mukatab dan memerdekakannya dari 
Bariroh, tapi Bariroh justru memberikan persyaratan kepada Siti 
‘Aisyah jika hendak membeli budaknya, maka perwalian budak tersebut 
diberikan kepada Bariroh bukan kepada Siti ‘Aisyah, mendengar hal 
tersebut kemudian Siti ‘Aisyah mengadu kepada Nabi Muhammad Saw 
dan menceritakan kejadian yang dia alami. Kemudian, Nabi bersabda: 
“persyaratan yang diberikan kepadamu oleh Bariroh, tidak dapat 
mencegahmu dari perwalian terhadap budak yang kau merdekakan, 
karena sesungguhnya perwalian itu bagi orang yang memerdekakan”. 
Imam Syafi’i di dalam kitabnya Musnad al-Syafi’i mengartikan ءلاولا 
dengan perwalian nasab, pertolongan, kasih sayang, kekerabatan dan 
                                                                 
16 Al-Thobari, Muhammad bin Jarir. Tafsir al-Thobari, juz 19. Maktabah al-
Syamilah. hlm.  522 
17 Maktabah al-Syamila, Shohih  Bukhori: 2169. 
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waris.18 Berdasarkan hadits tersebut, jelaslah bahwa hak perwalian 
yang didalamnya termasuk perwalian nasab dan waris itu hanya diberi-
kan oleh orang yang memerdekakan hamba sahaya, bukan kepada orang 
lain. 
3. Qaul Shahabat 
Sumber hukum lain yang digunakan Imam Mawardi dalam ber-
istinbath adalah qaul sahabat Umar, yaitu : 
الله دبع نًبخأنب  يديعس وبأ نًأبنأ فسو بىارعلأا نب  بخأو حنً لدعلا نارشب نب ينسلحا وبأ 
بنأ دادغببأمحمد نب ليعاسمإ نً ادح لااق رافصلثدح رصن نب نادعس انثىرىزلا نع نايفس ان 
سميح ةليجم ا أ يننس عس ثديسلدا نب ديعب  : لوقيالله ىضر رمع دهع ىلع اذوبنم تدجو 
عمعل ىفيرع هركذف ونر لىإ لسرأف دفعملف هدنع فيرعلاو نىاذى لاق لَبقم نىآر اع ؟ا ىس
لاق اسؤبأ ريوغلا يرعلاتبم سيل ونإ يننمؤلدا يرمأ يَ فمه  م ىلع : لاق : لاق ؟اذى تذخأ ا
يضم اسفن تدجوببحأف ةعت الله نىرجيأ نأ هيف اوى لاق حر نيلعو كل هؤلاوو اعاضر 19 
Imam Mawardi menjadikan qaul sahabat Umar melalui sanad 
yang berbeda dengan Ibnu Qudamah, qaul sahabat Umar tersebut 
diriwayatkan oleh Abdullah bin Yusuf dari Abu sa’id bin ‘Arabi dari Abu 
Husain bin Bisyran dari Isma’il bin Muhammad, keduanya dari Sa’dan 
bin Nashr dari Sufyan dari Zuhri mendengar dari Sinin Abi Jamilah yang 
bercerita kepada Sa’id bin Musayyab. 
Qaul sahabat Umar di atas dijadikan sebagai sumber hukum oleh 
Imam Mawardi mengenai perwalian laqith seperti Ibnu Qudamah. Akan 
tetapi, Imam Mawardi berbeda pendapat dalam hal perwalian nikah 
bagi laqith, menurutnya penetapan ءلاولا oleh sahabat Umar kepada Abi 
Jamilah hanyalah pada tanggungjawab pemeliharaan dan biaya hidup si 
laqith saja, tidak termasuk ke dalam hak perwalian nikah atas laqith.  
 
F.  Tajrih Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang 
Wali Nikah bagi Laqith 
Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi selain menggunakan al-Qur’an, 
mereka juga menggunakan hadits untuk menguatkan pendapat mereka. 
Ibnu Qudamah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin 
Mudorris, sedangakan Imam Mawardi menggunakan hadits yang 
diriwayatkn oleh Siti ‘Aisyah. Sehingga demikian, untuk menentukan 
                                                                 
18 Al-Syafi’i, Muhammad bin Idris. Musnad Syafi’i. Maktabah al-Syamilah, hlm. 368 
19 Maktabah al-Syamilah, Sunan Baihaqi: 21991 




pendapat mana yang lebih rajih dari keduanya, maka penulis melakukan 
takhrij terhadap hadits yang mereka gunakan. 
Takhrij menurut bahasa berarti طابنتسلاا (mengeluarkan), بيردت 
(memperdalam) dan ح يجوت (menampakkan). Menurut istilah muhadditsin, 
takhrij diartikan dalam beberapa pengertian : 
1. Sinonim dan ikhraj, yakni seorang rawi mengutarakan suatu 
hadits dengan menyebutkan sumber keluarnya (pemberita) 
hadits tersebut. 
2. Mengeluarkan hadits-hadits dari kitab-kitab, kemudian menye-
butkan sanad-sanadnya. 
3. Menukil hadits dari kitab sumber (diwan hadits) dengan menye-
but mudawinnya serta dijelaskan martabat haditsnya.20 
Adapun, takhrij sebagai metode untuk menentukan kehujahan 
hadits itu terbagi pada tiga kegiatan, yakni (1) Naql; (2) Tashhih; dan (3) 
I’tibar. 
G.  Tajrih Pendapat Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi tentang 
Wali Nikah bagi Laqith 
Ibnu Qudamah dalam menentukan wali nikah bagi laqith, 
menggunakan hadits yang driwayatkan oleh Asmar bin Mudorris. 
وب قحأ وهف ملسم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نم " صلى الله عليه وسلم بينلا لاق 
Hadits ini diriwayatkan oleh Ibn Sa’id juz 7/73, Abu Daud juz 
3/177 nomor hadits 3071, Thobroni juz 1/280 nomor hadits 814, 
Baihaqi juz 6/142 nomor hadits 11559, Dhiya’a juz 4/227 nomor 
hadits1434.21 
Ibnu Qudamah dan Imam Mawardi selain menggunakan al-Qur’an 
sebagai sumber utama dalam menentukan wali nikah bagi laqith, 
mereka juga menggunakan hadits untuk menguatkan pendapat mereka. 
Ibnu Qudamah menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Asmar bin 
Mudorris, sedangakan Imam Mawardi menggunakan hadits yang 
diriwayatkn oleh Siti ‘Aisyah. Berdasarkan hal tersebut, untuk menentu-
kan pendapat mana yang lebih rajih  dari keduanya, maka penulis 
melakukan takhrij terhadap hadits yang mereka gunakan. 
                                                                 
20 Endang Soetari, Ilmu Hadits Kajia Riwayah dan Dirayah, Mimbar Pustaka 
(2008), hlm 154 
21 Maktabah al-Syamilah, Jami’u al-Ahadits, juz 32 hlm. 474 
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Setelah ditelusuri sumber-sumber pentadwinan hadits, kemudian 
dengan membandingakn matan antara para perowi untuk dapat menen-
tukan mana hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah, adapun matan  
hadits dari para perowi adalah sebagai berikut:  
Tabel 1.1 
PEROWI MATAN  
Abu Daud قبس نم إءام لى ي لمسوهف ملسم ويلإ وقب خف لاقلذ ّطاختي نوداعتي ساّنلا جرنو 
Abu Daud وب قحأ وهف ملسم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نم 
Al Zuhri نوؤطاختي نوداعتي سانلا جرخف ،ول وهف ملسم ويلإ وقبسي لم ام لىإ قبس نم 
Thobroni ملسم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نم نلا جرخف ول وهفنوّداعتي سا طاختينو 
Baihaqi  لىإ قبس نمنوطاختي نوداعتي سانلا جرخف لاق ول وهف ملسم ويلإ وقبسي لم ام 
Dhiya نوطاختي نوداعتي سانلا جرخف ول وهف ملسم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نم 
Ismail نوطاختيف حامرلا  نوداعتي سانلا لعجفلذ وهف ملسم ويلإ قبسي لم ءام ىلع ناك نم 
Ashbahani سم ويلإ قبسي لم ام لىإ قبس نمنوطاختي نوداعتي سانلا جرخف : لاق ،ول وهف مل. 
Berdasarkan sumber-sumber matan, terdapat perbedaan pada 
lafadz matan, yaitu: pada matan periwayatan Abu Daud dan Ismail 
menggunakan lafad ءام sedangkan yang lainnya adalah ام. Selain itu, pada 
riwayat Abu Daud, Zuhri dan Baihaqi, mereka menambahkan ha dhomir 
pada akhir kata lam yusbiq menjadi وقبسي لم, sedangkan riwayat lainnya 
tidak menggunakan ha domir قبسي لم.  
Selanjutnya, dalam periwayatan Abu Daud beliau menggunakan 
kata وب قحأ, berbeda dengan perawi lainnya yang menggunakan kata ول وهف. 
Akan tetapi, perbedaan lafadz matan  yang telah disebutkan di atas, 
tidak mengubah dan terjadinya perbedaan makna, walaupun dalam pe-
riwayatan Abu Daud berbeda, namun para perowi lainnya meng-
gunakan lafadz matan  yang sama. Hal ini menunjukkan bahwa hadits 
tersebut telah diriwayatkan secara lafadz (riwayat bi al-lafdzi). 
Berdasarkan beberapa matan  hadits yang penulis temukan, penulis 
berasumsi bahwa, hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah adalah 
hadits yang diriwayatkan oleh Ibnu Daud, karena lafadz matan nya 
sesuai dengan apa yang beliau tuliskan dalam kitabnya. 
Ulama hadits berbeda pendapat dalam menentukan kualitas 
hadits tersebut berdasarkan dari sanad yang berbeda, diantaranya: Al-




Baghawi berkata, bahwa hadits ini tidak diketahui lagi sanadnya selain 
melalui sanad di atas, dan hadits ini pun merupakan hadits yang 
dishohihkan oleh al-Dhiya di dalam kitab al-Mukhtarot”.22 “Sedangkan 
menurut Ibnu Hajar, derajat sanad hadits ini adalah Hasan” 23 . 
“Muhammad Nashiruddin al-Albani menyatakan bahwa derajat hadits 
yang diriwayatkan oleh Abu Daud adalah dhoif”.24 
Berdasarkan pendapat di atas, dapat disimpulkan bahwa, hadits 
yang digunakan oleh Ibnu Qudamah, yakni hadits yang diriwayatkan 
oleh Abu Daud merupakan hadits yang dhoif, sebagaimana yang telah 
disebutkan oleh Al-Bani, sehingga hadits ini tidak dapat dijadikan hujjah 
sebagai dasar ditetapkannya wali nikah laqith kepada multaqith. Selain 
sanad hadits yg dhoif, isi kandungan hadits ini pun tidak secara rinci 
menjelaskan tentang hal yang berkaitan dengan wali nikah bagi laqith, 
melainkan hadits yang bersifat umum, namun Ibnu Qudamah menarik 
pemahaman kandungan hadits tersebut kedalam sesuatu yang lebih 
khusus, yakni dalam hal penemuan anak buangan. 
 
H.  Takhrij   hadits yang digunakan Imam Mawardi 
Imam Mawardi dalam menguatkan hujjahnya menjadikan hadits 
yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah, yakni: 
نأ شئاعأ ةم نأ تدارأ يننمؤلدا تهقتعتف ةيراج ىترشاهكعيبن اهلىأ لاقف ،ع انأ ىل  اىءلاو
ف  انل ذالله لوسرل كلذ ترك -  صلى الله عليه وسلم-  لاقف «إف ،كلذ كعنيم لانمءلاولا ا قتعأ نلد 
Setelah ditelusuri, hadits di atas diriwayatkan oleh enam imam 
hadits, yakni, Bukhori dalam bab al-Mukatab, Muslim dan Abu Daud 
dalam bab al-‘Itqi, Turmudzi dalam bab al-Wala, Nasa’i dan Ibn Majah 
dalam bab al-Ahkam.25 Imam Muslim meriwayatkan hadits dari Abu  
Sholih dari Abu Hurairah, Imam Bukhori meriwayatkan hadits dari Ibn 
Amr dalam kitab al-Mukatab bab Ma Yajuzu Min Syuruth al-Mukatab 
halaman 348, dalam kitab al-Buyu’ bab al-Syara’i wa al-Bay’u ma’a al-
Nisa halaman 289 juz 1, bab IdzaIsytarotho fi al-Bay’i Syuruthon la 
Tahillu halaman 290 juz 1, dan kitab al-Faroidh bab Ma Yaritsu al-Nisa’u 
Min al-Wala’i halaman 1000 juz 2.26 
                                                                 
22 Maktabah al-Syamilah, Talkhis al-Habir fi Takhrij   Ahadits al-Rofi’i, IV, hlm. 8 
23 Maktabah al-Syamilah, Roudhoh al-Muhadditsin, VIII:, hlm. 178 
24 Maktabah al-Syamilah, Shohih  wa Dhoif  Sunan Adi Daud, VII, hlm. 71. 
25 Maktabah al-Syamilah, Nishbu al-Royah fi Takhrij  Ahadits al-Hidayah, XI, hlm. 
56 
26 Maktabah al-Syamilah, Nishbu al-Royah, IV, hlm. 198 
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Berdasarkan sumber-sumber hadits, hadits yang digunakan oleh 
Imam Mawardi termasuk kedalam kategori hadits mutawatir  karena 
memiliki banyak perowi. Selain itu, walaupun terdapat perbedaan 
matan yang digunakan oleh para imam hadits, akan tetapi matan hadits 
tersebut memiliki maksud yang sama, yaitu  adanya hak perwalian bagi 
orang yang memerdekakan.  
Hal ini menunjukkan bahwa hadits yang telah diteliti tersebut 
diriwayatkan secara makna (riwayat bi al-ma’na). Sebagai khulashoh 
kajian takhrij hadits tersebut, dapat diketahui bahwa periwayatan 
hadits ini cukup kuat dan termasuk ke dalam kategori hadits shohih, 
berdasarkan pendapat para mukhorrij hadits, seperti Bukhori, Muslim, 
Abu Daud,Turmudzi, Nasa’i, Darimi, Syafi’i, dan Ahmad bin Hanbal.  
Adapun hasil dari takhrij yang penulis temukan, dapat disimpul-
kan bahwa, hadits yang dijadikan sebagai dasar hukum penetapan wali 
nikah bagi laqith yang digunakan oleh Ibnu Qudamah meruapakn hadits 
dhoif, dan tidak dapat dijadikan sebagai hujjah. Berbeda dengan hadits 
yang digunakan oleh Imam Mawardi, hadits yang beliau gunakan 
termasuk hadits shohih berdasarkan penilaian para mukhorrij, selain 
periwayatan sanad yang shohih, hadits ini pun merupakan hadits yang 
secara khusus menjelaskan tentang adanya hak perwalian bagi orang 
yang memerdekakan hamba sahaya.  
Oleh karena itu, menurut penulis pendapat  Imam Mawardi yang 
menyatakan bahwa tidak adanya hak perwalian multaqith kepada 
multaqith, merupakan pendapat yang lebih rajih  dibandingkan penda-
pat Ibnu Qudamah yang menyatakan bahwa wali nikah diberikan 
kepada multaqith, karena hadits yang digunakan oleh Ibnu Qudamah 
merupakan hadits yang diriwayatkan oleh Abu Daud dan dinilai dhoif  
oleh para mukhorrij. 
I.  Penutup 
Mengenai pendapat tentang wali nikah bagi laqith, Ibnu Qudamah 
berpendapat bahwa multaqith berhak menjadi wali nikah bagi laqith 
karena ia termasuk orang yang adil. Sedangkan Imam Mawardi ber-
pendapat bahwa laqith lebih berhak atas dirinya sendiri dalam 
pernikahan, perwalian nikah bagi laqith tidak diberikan kepada siapa-
pun termasuk multaqith, karena menurutnya hak perwalian nikah itu 
hanya diberikan kepada orang yang memerdekakan atas hamba sahaya 




yang dimerdekakannya saja, sedangkan laqith secara hukum asal adalah 
merdeka. 
Istinbath hukum yang digunakan Ibnu Qudamah dalam menetap-
kan multaqith sebagai wali nikah bagi laqith berdasarkan hadits yang 
diriwayatkan oleh Asmar bin Mudorris dan penggunaan metode qiyas, 
karena multaqith disamakan dengan penguasa karena keduanya 
memiliki ‘illat  yang sama yakni memiliki sifat adil. Sedangkan Imam 
Mawardi menggunakan hadits yang diriwayatkan oleh Siti ‘Aisyah yang 
menyatakan bahwa perwalian hanya diberikan bagi orang yang 
memerdekakan, dan kaidah ةيرح ينيمدلاا لصلاا asal manusia adalah merdeka, 
sehingga multaqith tidak berhak menjadi wali nikah laqith karena 
multaqith tidak disama dengan mu’tiq atau orang yang memerdekakan, 
dan laqith berhak atas dirinya sendiri. 
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